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ABSTRAKSI 

 

Iran merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah dan warisan 

peradaban yang panjang dan kompleks. Negara Iran memiliki doktrin ideologi 

Syi>’ah yang masih berkembang sampai sekarang dan sangat penting bagi 

masyarakat di Iran. Doktrin Syi>’ah selanjutnya berkembang seiring dengan 

dinamika yang dialami oleh penduduknya. Agama menjadi fondasi bagi 

terbentuknya komunitas atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan 

kebenaran hakiki yang sama. 

Dalam Islam, perintah Allah dimanifestasikan dalam bentuk hukum, 

yakni syari’ah. Karena syari’ah memiliki sifat yang serba mencakup, maka di 

dalam realitasnya tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah 

dari prinsip-prinsip religius. Sementara itu, dalam sistem hukum yang berlaku di 

dunia Islam, ditemukan variasi yang sangat berbeda antara pemerintahan yang 

satu dengan yang lain. Salah satu dari keunikan varian sistem pemerintahan yang 

muncul adalah pemerintahan  Republik Islam Iran dengan konsep wila>yatul- 

faqi>h-nya (pemerintahan para ulama). Menurut doktrin Syi>’ah, konsep ini 

mengilustrasikan bahwa perlu adanya pemerintahan Islam dizaman ghaibnya 

Imam Mahdi. Wilayah dan kepemimpinan umat beralih ke faqi>h yang adil, sholeh 

dan kompeten. 

Sistem pemerintahan dengan konsep wila>yatul-faqi>h merupakan sistem 

pemerintahan tertinggi di Iran yang berada di bawah faqi>h (para ulama). Konsep 

ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini yang kemudian 

diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. 

Penelitian ini mengkaji sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang 

menerapkan konsep wila>yatul-faqi>h. Rumusan masalah yang diajukan adalah 

bagaimana bentuk sistem pemerintahan Republik Islam Iran dan bagaimana 

aplikasi wila>yatul-faqi>h dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran? 

Kajian ini dielaborasi dengan metode deskriptif analitis yaitu  metode 

yang bertujuan untuk memperoleh ilustrasi yang jelas berkaitan dengan sistem 

pemerintahan Iran dengan pendekatan politik keagamaan. 
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MOTTO 

 

 

Tuhan selalu menolong hambaNya selama hamba tersebut menolong 

sesamanya. 

 

” wahai saudaraku” 

Perbaharuilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam. 

Carilah perbekalan yang lengkap, karena perjalan itu sangat jauh. 

Kurangilah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi. 

Ikhlaslah dalam beramal, karena pengeritik itu sangat jeli. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Tsa ts te dan es ث

 Jim j Je ج

 Ha h ح
ha (dengan 

garis di bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Dzal dz de dan zet ذ

 Ra r Er ر

 Za z Zet ز

 Sin s Es ش

  Syin sy es dan ye ش

 Shad sh es dan ha ظ

 Dlad dl de dan el ض

 Tha th te dan ha ط

 Dha dh de dan ha ظ

 ع
„ain „ 

koma terbalik 

di atas 

 Ghain gh ge dan ha غ
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Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 lam alif lȃ el dan a bercaping لا

 Hamzah ʹ Apostrop ء

 Ya y Ye ي

 

2. Vokal 

a. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

...... Fathah a A 

.ِ..... Kasrah i I 

...... Dlammah u U 

 

b. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Gabungan 

Huruf 
Keterangan 

 fathah dan َ....ي

ya 

ai a dan i 

 fathah dan َ....و

wau 

au a dan u 
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Contoh: 

 husain : حسيٍ

 haula :  حىل

3. Maddah (panjang) 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 fathah dan .َ...ا

alif 

ȃ a dengan 

caping di atas 

 kasrah dan .ِ...ي

ya 

ȋ i dengan caping 

di atas 

 dlammah .ُ...و

dan wau 

ȗ u dengan 

caping di atas 

 

4. Ta Marbuthah 

a. Ta Marbuthah yang dipakai di sini dimatikan atau diberi harakat sukun, 

dan transliterasinya adalah /h/. 

b. Kalau kata yang berakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang 

tersandang /al/, maka kedua kata itu dipisah dan ta marbuthah 

ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh: 

 Fâtimah :  فاطًة

 Makkah al-Mukarramah : يكة انًكرية

5. Syaddah 

Syaddah/tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang bersaddah itu. 
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Contoh: 

 rabbanâ :  ربُّا

 nazzala : َسّل

6. Kata Sandang 

Kata sandang “ال” dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf 

syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah. 

Contoh: 

 al-syamsy : انطًص

 al-hikmah : انحكًة
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KATA PENGANTAR 

 

 بسى الله انرحًٍ انرحيى

ًّدا عبدِ ورسىنّ. انحًد لله رب انعانًيٍ ٌّ يح .أضهد أٌ لا إنّ إلّا الله، وأضهد ا  

 

.أنههى صمّ عهى سيّدَا يحًد وعهى أنّ وأصحابّ أجًعيٍ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Islam merupakan agama universal yang ajarannya mengandung prinsip-

prinsip dasar kehidupan, termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun, dalam 

realitasnya Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci tentang bagaimana 

bentuk dan konsep sistem pemerintahan yang dikehendaki. Di sinilah terbuka 

peluang timbulnya berbagai penafsiran dan upaya untuk merealisasikannya.
1
 

Sementara, ada yang menghendaki tegaknya negara Islam, sebagian lainnya lebih 

cenderung menekankan substansinya, yaitu  tegaknya ”the Islamic order” pada 

masyarakat. Artinya, agama diharapkan lebih ditonjolkan dalam aspek moralitas 

dan etika sosial, daripada legal formalnya. 

Oleh karena itu, diskursus terkait apakah Islam mempunyai konsepsi 

tentang sistem ketatanegaraan atau tidak, tampaknya terus menjadi topik yang 

selalu menarik untuk dibicarakan. Beraneka ragam pendapat telah muncul dalam 

rangka menganalisis teori tentang sistem ketatanegaraan (fiqih siya>sah) dalam 

Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna 

dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia termasuk 

kehidupan berpolitik dan bernegara.  

                                                           
1
Manoucher Paydar, Legitimasi Negara Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, cet I 

2003), hlm. 7. 
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Genre pertama ini menyatakan bahwa dalam bernegara, umat Islam tidak 

perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat, tetapi hendaknya kembali kepada 

sistem ketatanegaraan Islam. Tokoh-tokoh utama dari golongan ini antara lain 

Syaikh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, dan 

yang paling vokal adalah Maulana Abu al-A’la al-Maududi. 

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam sebagai suatu agama sama sekali 

tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut 

golongan ini, Nabi Muhammad Saw. hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya 

rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas hanya mengajak manusia kepada kehidupan 

mulia dan berpekerti baik. Dalam perspektif mereka, Nabi Muhammad Saw. 

tidak pernah bertugas atau bermaksud untuk mendirikan dan mengepalai negara. 

Pionir terkemuka dari genre ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha 

Husain. 

Golongan ketiga adalah kelompok yang tidak sependapat bahwa Islam 

merupakan suatu agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur 

suatu sistem ketatanegaraan yang lengkap pula. Namun, aliran ini tidak 

sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada korelasinya dengan masalah 

politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka, Islam merupakan ajaran totalitas 

dalam bentuk prinsip-prinsip pokok saja. Karena itu, menurut mereka, 

kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam arti teori 

lengkap, di sana terdapat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.
2
 Di 

                                                           
2
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-

Press, 1990), hlm. 1. 
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antara tokoh-tokoh dari aliran ketiga ini adalah Dr. Muhammad Husyain Haikal, 

seorang pengarang yang cukup terkenal dan penulis buku Haya>tu Muhammad 

dan fi> manzil al-Wahyi>.3 

Perdebatan pun berkembang amat dinamis, bahkan kadang-kadang 

memanas hingga menimbulkan kehawatiran akan timbulnya konflik yang 

kontraproduktif. Pendukung Negara Islam kadang-kadang bersikap begitu 

“fanatik” sehingga memandang konsep ini secara amat eksklusif, over simplifield 

dan menganggapnya bisa menjadi solusi bagi setiap problema kemanusiaan 

secara umum dan problema ketatanegaraan. Resikonya bukan saja kedangkalan 

pandangan, melainkan kecenderungan authoritarian. 

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam berkembang secara luas tak lain 

karena berbagai peristiwa penting sejak Rasul hijrah ke Madinah. Di Madinah, 

berbagai hubungan sosial dijabarkan oleh Rasul menyangkut kehidupan umat 

Islam dan hubungan dengan kelompok agama dan suku lain dalam membangun 

Madinah. Piagam Madinah merupakan kontrak Rasul bersama komunitas 

Madinah, yang berbeda-beda suku dan agama untuk membangun Madinah dalam 

pluralitas. Piagam Madinah menjadi konstitusi pertama yang secara brilian 

mampu menempatkan perbedaan suku dan agama dinaungi dalam perjanjian 

bersama.
4
 

                                                           
3Ibid., hlm. 2. 

4
Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqih Siya>sah Doktrin dan Pemikiran Politik 

Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 26. 
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Setelah wafatnya Rasul Saw., muncul peristiwa penting terkait dengan 

politik ketatanegaraan Islam, yaitu pertemuan antara kelompok Anshar dan 

Muhajirin untuk membicarakan siapa pengganti Nabi Muhammad sebagai 

pemimpin umat di Saqifah. Kemudian, peristiwa politik dalam proses pergantian 

kepemimpinan oleh Abu Bakar as-Shidiq, Umar Ibnu Khatab, Utsman bin Affan 

dan Ali bin Abi Thalib menjadi sejarah penting bagi umat Islam. Hal yang paling 

menegangkan dalam sejarah politik ketatanegaraan Islam adalah peristiwa 

tahkim yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyyah bin Abi Sufyan 

yang menjadi puncak perdebatan politik di kalangan umat Islam. 

Peristiwa-peristiwa penting di atas melahirkan pemikiran politik di masa-

masa selanjutnya yang merupakan respon terhadap peristiwa dan hasil refleksi 

para pemikir politik. Di antara pemikir politik tersebut disebutkan Ibnu Abi 

Rabi’, al-Mawardi, al-Ghazali, al-Farabi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun dan 

Imam Khomeini. Pada dasarnya, pemikiran politik ketatanegaraan Islam terbagi 

dalam tiga periode, yakni (1) periode klasik yang berlangsung sejak abad ke-7 

hingga abad ke-13, (2) periode pertengahan yang berlangsung sejak abad ke-14 

hingga abad ke-19, (3) periode modern yang berlangsung sejak abad ke-19 hingga 

sekarang.
5
 

Dalam perjalanan sejarah Islam, setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, 

muncul berbagai bentuk sistem pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan 

yang demokratis, teokratis, oligarkis, monarkis absolut sampai bentuk republik. 

Salah satu bentuk pemerintahan yang bercorak republik adalah Republik Islam 

                                                           
5Ibid., hlm. 27-28. 
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Iran yang diintrodusikan oleh Imam Khomeini. Pemilihan bentuk republik di satu 

segi menunjukkan bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri terhadap gagasan 

politik baru. Republik ini dipilih karena bentuk pemerintahan ini dipandang 

menjadi wadah bagi pemahaman mereka tentang cara pengaturan negara modern 

yang sejalan dengan konsep Islam.
6
 

Dalam pandangan sebagian pemikir Islam, perintah Allah 

termanifestasikan dalam bentuk hukum yang jelas dan lengkap (syari’ah). Karena 

syari’ah memiliki sifat yang serba mencakup, maka dalam realitasnya tidak ada 

aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip religius. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, golongan Syi>’ah juga mengimplementasikan 

agama ke dalam setiap aspek kehidupan. Mereka juga memandang segala hukum 

yang mereka pahami dan laksanakan memiliki nilai-nilai yang suci.
7
 

Berangkat dari pandangan seperti itu, Syi>’ah mengembangkan konsep 

wila>yatul-faqi>h yang diturunkan dari doktrin ima>mah. Wila>yatul-faqi>h 

merupakan lembaga pemegang kewenangan dalam urusan keagamaan dan 

kemasyarakatan, termasuk dalam hal kenegaraan dan politik. Wila>yatul-faqi>h 

secara linguistik mempunyai arti kekuasaan atau kepemimpinan para fuqoha. 

Secara bahasa, kalimat tersebut terdiri dari dua kata, yaitu “wila>yat” yang berarti 

                                                           
6
Noor Arif  Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih (Yogyakarta:  

Kreasi Wacana, 2003), hlm.  67. 

7
Syeed Hossien Nasr, Islam dan Nestapa Manusia Modern, terj. Anas Mahyuddin  

(Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 170. 
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kekuasaan atau kepemimpinan dan “faqi>h” berarti ahli fiqih atau ahli hukum 

Islam.
8
 

Imam khomeini berargumentasi bahwa Tuhan telah mengirim Islam 

untuk  hal tersebut agar bisa dilaksanakan. Tidak satu pun yang mengetahui 

banyak tentang agama dibandingkan dengan kaum ulama. Mereka telah terlatih 

dan mengerti segala sesuatu tentang agama, juga memegang mandat dari Imam 

Kedua belas dalam mengamankan semua kepentingannya. Tuhan telah 

menitahkan akan adanya pemerintahan Islam, dan para ulama haruslah bertindak 

sebagai penguasanya apabila titah tersebut ingin dilaksanakan. Ulama Syi>’ah 

selalu saja bertindak sebagai penjaga; Khomeini menyatakan bahwa fungsi 

tersebut hanya mampu dilakukan dengan benar jika mereka yang berkuasa 

mengatur semua aspek kehidupan baik dalam masalah sosial, politik dan 

keagamaan rakyat Iran.
9
 

Dalam sejarahnya, struktur politik Iran mengalami perubahan secara 

besar-besaran sejak lengsernya kekuasaan Syah Pahlevi. Bentuk negara berubah 

dari monarki absolut menjadi republik yang berdasarkan pada ajaran agama Islam 

yang bermazhab Syi>’ah.10
 Bentuk republik Islam secara resmi disetujui oleh 

mayoritas rakyat Iran melalui pemilihan umum. 

                                                           
8
Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), Jilid V, hlm. 

12. 

9
Vali Nasr, Kebangkitan Syi>’ah; Islam, Konflik dan Masa Depan  (Jakarta Selatan: 

Dewan Publishing, 2007), hlm. 143. 

10
Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintahan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2007), hlm. 65. 
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Konsep republik yang diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah 

dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan wila>yatul-faqi>h,11
(pemerintahan para 

ulama). Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik yang biasa 

disebut Trias Politika. Sistem ini muncul melengkapi konsep kepemimpinan 

Islam yang sudah ada sebelumnya, yaitu sistem Khila>fah atau Ima>mah. sistem 

tersebut belum secara jelas mengandung aspek-aspek yang ada dalam sistem 

Republik.
12

 Konsep Trias Politika mengatur bahwa kekuasaan eksekutif 

sepenuhnya ditundukkan oleh legislatif. Sementara, kekuasaan yudikatif juga 

dibatasi, sehingga para yuris tidak leluasa menerapkan hukum Islam. 

Tugas wila>yatul-faqi>h adalah menguji undang-undang yang dibuat oleh 

parlemen: apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan 

atau tidak. Kadang-kadang, mereka juga membuat rancangan undang-undang  

yang sumbernya adalah kehendak Tuhan, lalu undang-undang tersebut 

disodorkan kepada parlemen untuk dirumuskan menjadi hukum positif dengan 

pengesahan dari majelis wali. Meskipun demikian lembaga ini bukanlah lembaga 

legislatif.
13

 

                                                           
 11Wila>yatul-faqi>h adalah pemerintahan oleh faqi>h. Konsep ini merupakan konsep yang 

ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan 

Republik Islam Iran. Gagasan ini sebenarnya sudah lama ada namun dipopulerkan oleh Imam 

Khomeini terutama semenjak Revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian 

hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk 

seluruh aspek pemerintahan di Iran, istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai konsep 

utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum 

Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "Wila>yatul-
Faqi>h" dalam Jhon L Esposito (ed), Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid VI, terj. Eva 

YN,  (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 161. 

12
Yamani, Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini (Bandung: Mizan, 

2002), hlm. 127. 

13Ibid.,hlm. 24. 
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Republik Islam Iran merupakan sistem pemerintahan yang mencoba untuk 

mengikuti sistem yang diterapkan oleh Rasul saat memerintah di Madinah. 

Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah pemerintahan yang dikuasai 

oleh ulama Syi >’ah.14 Perlu ditegaskan yang dimaksud Syi>’ah di sini adalah Syi>’ah 

Isna Asyariyah, yaitu kelompok mayoritas Syi>’ah yang mempercayai bahwa 

setelah Rasulallah Saw. meninggal, umat Islam dipimpin oleh duabelas imam 

yaitu Imam Ali dan sebelas imam keturunannya, dan selanjutnya ditulis Syi>’ah 

saja. 

Menurut Imam Khomeini, sebagaimana disinyalir Noor Arif Maulana, 

Republik Islam Iran merupakan pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum dan 

kedaulatan tetap berpegang pada hukum dan kedaulatan Tuhan. Karena itu, 

undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus 

mengacu pada hukum-hukum Tuhan yang tertera dalam al-Qur’an, as-Sunnah 

dan para Imam, maupun para faqi>h atau ulama.
15

 

Menurut Yamani, Iran merupakan negara yang memposisikan negara 

sebagai alat untuk mencapai sasaran yang tidak semata-mata bersifat duniawi 

(materialistik). Hal tersebut dicapai lewat mekanisme semacam nomo-demokrasi 

(gabungan antara sistem nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum 

                                                           
14

Riza Sihbudi, Dinamika Revolusi Islam Iran: Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya 
Ayatullah  Khomeini (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 43 

15
Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih, hlm. 92. 



9 
 

Tuhan dengan demokrasi). Dalam istilah lain teo-demokrasi, yaitu gabungan 

antara sistem teokrasi dan demokrasi.16
 

Sementara itu, Murtadha Muthahhari memandang konsep republik Islam 

di Iran berasal dari dua kata republik dan Islam. Perkataan republik menentukan 

jenis sistem pemerintahan yang dianjurkan dan Islam menjelaskan sistem 

tersebut. Pemerintahan Islam harus ditegakkan atas ajaran-ajaran dan prinsip-

prinsip kekuasaan yang Islami dan digerakkan pada proses yang Islami pula.
17

 

Berangkat dari persoalan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh tentang sejarah dan aplikasi sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang 

dipimpin oleh para ulama dengan konsep wila>yatul-faqi>h-nya. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang bentuk sistem 

pemerintahan Republik Islam Iran dengan konsep wila>yatul-faqi>h-nya. 

Penelitian ini akan difokuskan pada masa Imam Khomeini tahun 1979-1989. 

Berdasarkan persoalan diatas, pokok masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah latar belakang kemunculan Republik Islam Iran? 

2) Mengapa Republik Islam Iran menerapkan konsep wila>yatul-faqi>h? 

3) Bagaimanakah aplikasi wila>yatul-faqi>h  dalam sistem pemerintahan 

Republik Islam Iran? 

                                                           
16

Yamani, Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam, hlm. 138. 

17
Murtadha Muthahhari, Kebebasan Berpendapat dan Berfikir dalam Islam (Jakarta: 

Risalah Masa, 1990), hlm.79-90. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui latar belakang kemunculan Republik Islam Iran serta 

fakta-fakta yang melingkupi setting terjadinya peristiwa penerapan 

Republik Islam Iran. 

2. Untuk mengetahui secara komprehensif mengenai sistem pemerintahan 

Republik Islam Iran. 

3. Untuk menelusuri lebih jauh konsep wila>yatul-faqi>h dan penerapannya 

dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Selanjutnya diharapkan 

dapat diketahui bagaimana relevansi dan dinamika penerapan sistem 

pemerintahan Islam ala Syi>’ah secara umum. 

Penelitian ini diharapkan: 

1. Dapat dijadikan rujukan dalam memahami sejarah Iran, terutama tentang 

sistem pemerintahan, khususnya tentang konsep wila>yatul-faqi>h. 

2. Memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam berkaitan 

dengan sistem pemerintahan. 

3. Memberikan inspirasi untuk pengembangan konsep-konsep pemerintahan 

Islam, dan sebagai solusi alternatif bagi persoalan politik umat Islam. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penerapan konsep wila>yatul-faqi>h dalam sistem pemerintahan Republik 

Islam Iran tahun 1979-1989 ini sangat menarik untuk diteliti. Ini disebabkan oleh 

sedikitnya perhatian sejarawan terhadap negara Iran atau Persia, khususnya pada 
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masa Ayatullah Imam Khomeini. Azhar Bashir dalam bukunya “Negara dan 

Pemerintahan dalam Islam” memaparkan garis-garis ketatanegaraan menurut 

ajaran Islam. Dalam karya ini, sistem pemerintahan republik Islam digambarkan 

sebagai sistem yang memiliki kemiripan dengan sistem presidensial dan khalifah 

sebagai pusat mekanisme pemerintahan.
18

 Al-Qur’an dan as-Sunnah memang 

tidak menyebutkan secara jelas model pemerintahan sehingga bisa dimaknai 

bahwa Islam lebih memberikan kewenangan kepada manusia untuk 

menentukannya sendiri dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip konstitusional 

menurut ajaran Islam.
19

 

Buku yang membahas tentang sistem pemerintahan Republik Islam Iran 

pada masa Ayatullah Imam Khomeini adalah buku karya Noor Arif Maulana 

yang berjudul Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih (2003). Buku ini 

banyak mengelaborasi sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari berbagai 

dimensi keilmuan, baik dari segi politik Islam, konstitusinya dan dari segi 

keislamannya, Revolusi Islam Iran dan konstelasi politik, pandangan agama 

politik Imam Khomeini serta penempatan konsep Wila>yatul-Faqi>h di Iran.
20

 

Kemudian,Yamani dalam Filsafat Politik Islam antara Al-Farabi dan Khomeini 

                                                           
18

Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam  (Yogyakarta: UII Press, 

2000), hlm. 64-65 

19
Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia  (Jakarta: Gramedia Putaka 

Utama, 2007), hlm. 83. 

20
Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih, hlm. 119. 
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(2002) menjelaskan tentang wila>yatul-faqi>h  dalam konsep negara Republik 

Islam Iran serta kombinasi  antara politik Islam Sunni dengan Syi>’ah.
21

 

Selanjutnya buku karya Akhmad Satori dengan judul Sistem 

Pemerintahan Iran Modern, yang diterbitkan oleh Rausyan Fikr Institute tahun 

2012. Buku ini menjelaskan secara komplit mengenai biografi Imam Khomeini, 

konsep politik Imam Khomeini, konsep wila>yatul-faqi>h menurut Imam 

Khomeini, dan wila>yatul-faqi>h dalam sistem pemerintahan Iran modern.
22

 

Selanjutnya skripsi karya Akhmad Syukron Jazuly yang berjudul Sistem 

Presidensial (Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen 

UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran ( 2008). Dalam skripsi 

ini banyak dielaborasi tentang perbandingan bentuk sistem pemerintahan 

Indonesia dengan Republik Islam Iran.
23

 

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, peneliti belum 

menemukan karya yang secara khusus membahas tentang penerapan wila>yatul- 

faqi>h dalam sistem  pemerintahan Republik Islam Iran tahun 1979-1989 secara 

utuh. Penelitian ini berusaha untuk melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu. 

 

 

                                                           
21

Yamani, Antara al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam (Bandung : Mizan, 

200), hlm. 123. 

22
Akhmad Satori Sistem Pemerintahan Iran Modern (Yogyakarta: Rausyan Fikr, 2012), 

hlm. 61-157. 

23
Ahmad Syukron Jazuly, Skripsi; Komparasi Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran (Yoyakarta: UIN SUKA, 

Fakultas Syari’ah, 2008), hlm. 107-136. 
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E. Kerangka Teori 

Mengenai sistem pemerintahan, al-Qur’an dan as-Sunnah tidak 

mengajarkan  ketentuan yang jelas.
24

 Dalam masalah ini, sistem pemerintahan 

lebih ditekankan pada tujuan dan terlaksananya prinsip-prinsip konstitusional 

negara menurut ajaran Islam. Menurut Imam Khomeini, pemerintahan Islam 

bersifat konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian 

persyaratan syar’i dalam memerintah dan mengatur negara. Hukum-hukum dan 

ajaran Islam itulah yang harus dijalankan. Karena itu, pemerintahan Islam dapat 

dikatakan sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.
25

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan politik keagamaan yaitu 

menggambarkan peristiwa yang di dalamnya membahas tentang sistem 

pemerintahan yang bersumber pada syari’at Islam atau ajaran Tuhan. Selain itu, 

alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah untuk menganalisis kondisi 

sosial, politik dan keagamaan masyarakat Iran. Dalam rentetan sejarahnya, Iran 

dihadapkan pada beberapa dinamika kehidupan masyarakat dan struktur 

pemerintahannya. 

Dalam perkembangannya, politik pemerintahan Islam, sejak awal berdiri 

hingga masa kejayaanya, terdiri dari tiga kelompok yang berbeda yaitu: kenabian 

(apostelic), kekhalifahan (caliphal), dan kesultanan (sultanate). Meskipun 

terdapat perbedaan-perbedaan mendasar dalam setiap periode masing-masing 

                                                           
24

Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, hlm. 65. 

25
Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, terj. Muhammad Anis Maulachela 

(Jakarta: Pusat Az-Zahra, 2002), hlm. 47. 



14 
 

dari ketiga kategori tersebut, terdapat satu persamaan atau faktor fundamental 

yang dimiliki ketiga kategori itu, yaitu kekuasaan Tuhan sebagai sebuah faktor 

yang tidak terbantahkan.
26

 

Khila>fah adalah istilah yang muncul dalam sejarah pemerintahan Islam 

sebagai institusi politik Islam, yang bersinonim dengan kata ima>mah yang berarti 

”pemerintah”.
27

 Jadi, khila>fah adalah suatu lembaga kekuasaan yang menjalankan 

tugas Rasulallah Saw. di dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan 

menjaga agama serta mengatur urusan duniawi. Khila>fah juga bisa disebut 

sebagai ima>mah uzma> atau ima>rah uzma>. Dengan demikian, khila>fah merupakan 

suatu konsepsi politik yang menyangkut soal-soal kenegaraan dan 

pemerintahan.
28

 

Yusuf Musa dalam bukunya yang berjudul ”Nidham al-Hukmi fi> al-

Islam”, mensitir pendapat Ibnu Khaldun tentang definisi khila>fah yang 

disamakan dengan ima>mah yaitu: ”al-Khila>fah membawa atau memimpin 

masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan dunia 

dan akhiratnya. Oleh karena itu, kekhalifahan itu mestinya diarahkan oleh 

pemilik syara’ di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia”. Definisi 

lain dikemukakan oleh al-Iji sebagai berikut ”ima>mah adalah negara besar yang 

                                                           
26

Manoucher Paydar, Legitimasi Negara Islam, hlm. 47. 

27
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 

1996), hlm. 918. 

28
Syafi’i, Ilmu Pemerintahan dalam al-Qur’an (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 185. 
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mengatur urusan-urusan agama di dunia, tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan 

bahwa ima>mah adalah pengganti Nabi dalam menegakkan agama.”
29

 

Adapun kata-kata ima>mah dita’rifkan oleh al-Mawardi sebagai suatu 

kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam 

memelihara agama dan mengendalikan dunia.
30

 Sementara, menurut Syi>’ah, 

ima>mah bukan sekedar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus 

sebagai jabatan spiritual yang sangat tinggi. Selain menyelenggarakan 

pemerintahan Islam, Imam bertanggung jawab membimbing umat manusia dalam 

agama mereka dan dunia mereka. Imam juga membimbing pikiran dan rohani 

masyarakat dan memelihara syariat Nabi Muhammad Saw. agar tidak 

menyimpang atau berubah serta memperjuangkan tercapainya tujuan pengutusan 

Nabi Muhammad Saw. 

Syi>’ah meyakini bahwa para Nabi Ulul-Azmi, terutama Nabi Muhammad 

Saw. juga berperan sebagai imam yang memiliki otoritas kepemimpinan spiritual 

rohaniyah sekaligus kepemimpinan formal material. Dengan demikian, Nabi 

Muhammad Saw. tidak sekedar menyampaikan ajaran Allah Swt, tetapi sekaligus 

memimpin umat manusia. Jabatan ima>mah ini diberikan kepada Nabi Saw. sejak 

awal kenabiannya. Menurut Syi>’ah garis ima>mah sesudah Rasulallah Saw. 

dilanjutkan oleh orang-orang suci dan keturunannya. 

                                                           
29

Sebagaimana diuraikan dalam bukunya Qomarudin Khan, The Political Thought of  
Ibnu Taimiyyah terj. Anas Mahyudin,” Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah”  (Bandung: Pustaka, 

1983), hlm.50. 

30
Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah Wal-Wilayatu> al-Diniyyah  (Mesir:  

Musthafah al-Asabil Halabi 1996 ), hlm. 5.  
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Pandangan mengenai ima>mah di atas mengisyaratkan bahwa untuk 

mencapai kedudukan imam dituntut syarat-syarat yang sangat berat, baik dari 

sisi ketakwaan, yaitu telah mencapai tingkat ishmah, terpelihara dari perbuatan-

perbuatan dosa, maupun dari sisi ilmu dan pengetahuan yang mencakup seluruh 

bidang pengetahuan dan aturan agama serta pengetahuan tentang manusia dan 

kebutuhannya untuk setiap zaman. 

Menurut Al-Maududi, teori Islam tentang pemerintahan merupakan 

bentuk perlawanan terhadap teori demokrasi Barat, karena landasan filosofis 

demokrasi Islam adalah kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan rakyat. Berbicara 

tentang prinsip pemerintahan Islam, Tahir Azhary
31

berpendapat bahwa prinsip-

prinsip pemerintahan Islam sebagai berikut:  

Pertama, kekuasaan sebagai amanah. Keyakinan terhadap Allah sebagai 

sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan merupakan fondasi 

utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan 

bangunan negara dan pemerintahan.
32

 Imbasnya adalah adanya asas tauhid yaitu 

pengakuan atas keesaan Tuhan, membawa manusia kepada asas persamaan (al-

musawat), persaudaraan (al-ikha), dan kebebasan (al-hurriyat), yang merupakan 

beberapa prinsip yang terdapat pada masa permulaan pemerintahan Islam di masa 

Nabi.
33

 

                                                           
31

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 86. 

32
Ridwan HR, Fiqih Politik  (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm.15. 

33
Musdah Mulia, Negara Islam (Jakarta: Paramadina. 2001), hlm. 145. 
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Kedua,  prinsip musyawarah. Salah satu doktrin pokok yang membedakan 

teori politik Sunni dan Syi>’ah adalah dalam hal mekanisme pemilihan pemimpin. 

Dalam konsensus Sunni, seorang pemimpin harus ditetapkan berdasarkan 

pemilihan (election) atau musyawarah, baik pemilihan secara langsung maupun 

tidak, sedangkan menurut Syi>’ah pemimpin (imam) ditetapkan berdasarkan 

penunjukan (designation).
34

 Berkenaan dengan prinsip musyawarah, al-Qur’an 

telah menyebutnya dalam surat Ali-Imran ayat 15. 

Fakta historis membuktikan bahwa betapa seringnya Nabi 

bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting 

menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan.
35

 Nabi telah menjadikan 

prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya. 

Ketiga, prinsip keadilan politik. Prinsip ini merupakan nilai dasar bagi 

regulasi proses bernegara. Keadilan diinstitusionalisasikan dalam aturan-aturan 

hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga 

negara atas dasar prinsip persamaan (al-musawah). Dalam teori  Sunni klasik, 

prinsip ini  dilembagakan dalam perilaku elit sehingga syarat menjadi imam 

(pemimpin) adalah harus adil.
36

 

                                                           
34

Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hlm. 5-21. 

35
Dalam kaitan ini, Abduh menulis bahwa Nabi sering mengadakan musyawarah dengan 

para sahabatnya dan menentukan kebijakan berdasarkan pendapat mereka. Meskipun tidak jarang  

pendapat para sahabat kurang sesuai dengan pendapat Nabi sendiri. Lihat Muhammad Rasyid 

Ridhla, Tafsir al-Manar, jilid IV, hlm. 98. 

36
Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hlm. 6. 
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Keempat, kultur kritik yang sehat. Dalam konteks ini, umat 

diperkenankan bahkan diharapkan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap 

para penguasa. Kritik ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan di 

lapangan tidak membawa kerusakan (mafsadat) di masyarakat. Dalam doktrin 

Sunni,  kritik yang bersifat proporsional dan konstitusional diperlukan agar 

transformasi politik tetap berada dalam kondisi stabil sekaligus dinamis. Dalam 

konteks hubungan penguasa-rakyat, berbeda dengan pemikiran politik Syi>’ah 

yang menganggap penguasa itu ma’shum (terjaga dari dosa). 

Kelima, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam ajaran 

Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan 

diturunkannya syari’at Islam, yaitu melindungi dan memelihara kepentingan 

hidup manusia baik materil maupun spiritual, individual dan sosial. Para ahli 

fiqih berpendapat bahwa syari’at Islam diturunkan untuk beberapa tujuan 

(maqasid al-tasyr’i) yang secara garis besar terdiri dari tiga hal yakni tujuan 

pokok (dharuriat), yaitu tujuan yang harus ada, yang ketiadaanya akan berakibat 

menghancurkan kehidupan secara total. Di sini ada lima kepentingan yang harus 

dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
37

 

Tujuan sekunder (hajiyat), yaitu hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk 

mendapatkan kelapangan dan kemudahan di dunia. Bilamana hal tersebut tidak 
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terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan; tujuan tersier (tahsiniyat), 

yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik.
38

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu 

penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber-sumber tertulis, 

mencakup buku-buku, ensiklopedi, jurnal, koran, maupun internet, dan 

karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.  

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan yang 

berkaitan dengan sistem pemerintahan Iran, kemudian sistem 

pemerintahan tersebut dianalisis dari data yang diperoleh. 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka metode yang digunakan 

adalah metode sejarah, yaitu dengan menguji dan menganalisis secara 

kritis rekaman masa lampau berdasarkan data yang diperoleh.
39

 

Metode sejarah ini bertumpu pada empat langkah kegiatan, yaitu 

pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran 

(interpretasi), dan penulisan (historiografi). 
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a. Heuristik (Pengumpulan Sumber) 

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber-

sumber tertulis berupa buku, ensiklopedi, jurnal, koran dan internet yang 

berhubungan dengan pemerintahan Republik Islam Iran. Pengumpulan 

sumber dilacak dan dicari di Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu 

Budaya, Perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan UGM, 

Perpustakaan UNY, Perpustakaan UII, Perpustakaan Rausyan Fikr, dan 

perpustakaan  lainnya. 

b. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Verifikasi adalah pengujian mengenai keaslian sumber. Keaslian 

sumber didapatkan melalui kritik sumber, yang terdiri dari kritik ekstern 

dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan menilai sumber dari segi 

fisiknya. Berdasarkan kritik ekstern ini peneliti akan mendapatkan 

sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik intern 

dilakukan dengan membandingkan beberapa buku yang didapatkan peneliti 

sebagai acuan untuk memperoleh data yang valid. 

Di samping itu, kritik sumber juga dilakukan dengan cara melihat 

tulisan yang ditulis oleh siapa saja dan sumber apa yang digunakan. 

Sumber yang berasal dari internet digunakan apabila berasal dari situs 

yang dapat dipercaya dan penulis yang kredibel yang menggunakan 

referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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c. Interpretasi (Penafsiran) 

Pada langkah ini, digunakan dua metode, yaitu analisis dan sintesis. 

Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan sistem 

pemerintahan Republik Islam Iran, kemudian diuraikan dan dilakukan 

sintesis terhadap data tersebut. Selanjutnya bersama-sama dengan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini disusunlah dengan menggunakan 

interpretasi menyeluruh. 

d. Historiografi (Penulisan Sejarah) 

Pada langkah terakhir ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan cara 

menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya yang 

berhubungan dengan sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Pemaparan 

tersebut dalam bentuk bab-bab dan subbab yang saling berkaitan, sehingga 

penelitian ini menghasilkan rangkaian tulisan sejarah dan kronologi yang 

jelas. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Skripsi yang disusun oleh penulis terdiri dari lima bab yang ditulis 

secara sistematis guna mendapatkan suatu gambaran sejarah yang utuh 

dan mudah dipahami. Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar 

bab-bab selanjutnya. Pembahasan dalam bab ini merupakan gambaran 

umum  mengenai penulisan yang dilakukan oleh penulis. Bab ini memuat 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
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penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II memuat  perkembangan sosial-politik menjelang revolusi 

Islam. Bab ini membicarakan hubungan Iran dengan negara-negara lain 

serta dampaknya terhadap aspek sosial keagamaan, politik maupun 

ekonomi masyarakat Iran. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai 

Revolusi Islam Iran yang dimotori oleh  Ayatulloh Imam Khomeini 

sekaligus akan menjelaskan secara komprehensif mengenai pembentukan 

Republik Islam Iran yang didukung oleh mayoritas masyarakat melalui 

referendum yang diadakan pada tahun 1979.  

Bab III berisi tentang konsep wila>yatul-faqi>h. Pembahasan ini merupakan 

landasan untuk pembahasan pada bab IV. Pada bab ini dijelaskan mengenai 

Ima>mah menurut Syi>’ah, kemunculan konsep wila>yatul-faqi>h, biografi Imam 

Khomeini serta perkembangan wila>yatul-faqi>h dalam Republik Islam Iran.  

Bab IV menjelaskan mengenai aplikasi wila>yatul-faqi>h dalam sistem 

pemerintahan Republik Islam Iran. Dalam bab ini dijelaskan mengenai sistem 

pemerintahan dan kedudukan lembaga-lembaga negara dalam sistem 

pemerintahan Iran modern dengan beberapa subbab yaitu pertama, tentang 

lembaga kekuasaan eksekutif, kedua, lembaga kekuasaan legislatif, ketiga, 

lembaga kekuasaan yudikatif. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tugas, 

fungsi dan kewenangan lembaga wila>yatul-faqi>h dalam sistem pemerintahan 

Republik Islam Iran. Pembahasan pada bab ini  merupakan fokus penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. 
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Bab V berisi simpulan dan saran. Simpulan berisi jawaban singkat atas 

pertanyaan-pertanyaan yang disajikan di rumusan masalah, sedangkan saran 

berisi masukan-masukan yang disampaikan oleh peneliti bagi penelitian-

penelitian selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari pemaparaan pada bab-bab di atas dengan elaborasi dan analisis 

tentang penerapan konsep wila>yatul-faqi>h dalam sistem pemerintahan Republik 

Islam Iran tahun 1979-1989, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

pokok masalah yang telah diajukan sebagai berikut: 

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, muncul berbagai bentuk sistem 

pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang menganut prinsip demokrasi, 

teokrasi, oligarki,  monarkhi absolut sampai bentuk republik. Pemilihan bentuk 

republik di satu segi menunjukkan bahwa para Mullah Iran tidak menutup diri 

terhadap gagasan politik baru. Bentuk republik dipilih karena bentuk 

pemerintahan ini dipandang sebagai wadah bagi pemahaman mereka tentang cara 

pengaturan negara modern yang sejalan dengan konsep Islam. 

Secara historis, struktur politik Iran mengalami perubahan secara besar-

besaran dan bentuk negara berubah dari monarkhi absolut menjadi republik yang 

berdasarkan pada ajaran agama Islam yang bermazhab Syi>’ah. Bentuk 

pemerintahan republik yang presidensial ini dimodifikasi dengan konsep 

kepemimpinan wila>yatul-faqi>h, atau pemerintahan para Ulama. Pada hakikatnya 

Republik Islam Iran dirancang untuk menerapkan unsur-unsur asasi sebuah 

sistem demokrasi yang menerapkan sistem pemilu untuk membentuk tidak 

kurang  dari tiga lembaga tinggi. Pemimpin spiritual (wali faqi>h) memiliki 
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kedudukaan ketatanegaraan tertinggi yang memiliki posisi menentukan di 

samping presiden. Hal ini dikarenakan pemerintahan republik Islam Iran 

menganut asas pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal,  dalam arti 

perwujudan kekuasaan itu dibagikan vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga 

tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat, yaitu wali faqi>h. 

Dalam pandangan sebagian pemikir Islam, perintah Allah 

termanifestasikan ke dalam bentuk hukum yang jelas dan lengkap (syari’ah),  

tidak ada aspek kehidupan sosial yang secara mutlak terpisah dari prinsip-prinsip 

religius. Sejalan dengan pandangan tersebut, golongan Syi>’ah juga 

mengimplementasikan agama kedalam setiap aspek kehidupan dan segala hukum 

yang mereka laksanakan. Berangkat dari pandangan tersebut, Syi>’ah 

mengembangkan konsep wila>yatul-faqi>h yang merupakan kelanjutan dari doktrin 

ima>mah dalam teori politik Syi>’ah, khususnya Syi>’ah Imamiyah. Imam Khomeini 

adalah tokoh yang mengembangkan dan mempraktikkan konsep wila>yatul-faqi>h 

ini ke dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. 

Dalam mengaplikasikan gagasannya, Imam Khomeini berhasil 

menggabungkan konsep pemerintah agama dengan pranata-pranata demokrasi. 

Akan tetapi, perspektif Imam Khomeini tentang demokrasi berbeda dengan 

Demokrasi ala Barat. Menurutnya, kebebasan demokrasi harus dibatasi dan 

kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum 

Islam. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa konsep wila>yatul-faqi>h 

merupakan salah satu varian dari demokrasi. Dalam konsep ini, mekanisme 

keseimbangan dan kesejajaran harus berjalan, meskipun kedudukan lembaga 
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tersebut di bawah otoritas wali faqi>h. Menurut Imam Khomeini, tanpa 

pengawasan dari wila>yatul-faqi>h pemerintah akan menjadi despotik. Jika 

pemerintahan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan jika presiden dipilih 

tanpa arahan seorang faqi>h, maka pemerintahan itu tidak sah. 

  Republik Islam Iran menganut sistem nomo-demokrasi (gabungan antara 

sistem berdasarkan nomokrasi atau kekuasaan berbasis kedaulatan hukum dan  

demokrasi), teo-demokrasi yang merupakan sistem politik menggabungkan 

pemerintahan oleh hukum Tuhan atau syari’ah dengan demokrasi yang 

mengandalkan partisipasi semua elemen masyarakat. 

 

B. Saran  

Setelah melalui proses dan kajian terhadap penerapan konsep wila>yatul 

faqi>h dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran pada tahun 1979-1989, 

kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kajian penyusun 

atas persoalan-persoalan dalam karya ilmiah ini.  

Penelitian yang lebih komprehensif mengenai pemerintahan Islam, 

khususnya mengenai sistem pemerintahan Republik Islam Iran, sangat 

diperlukan. Penelitian seperti itu bisa memberikan inspirasi bagi perbaikan 

sistem pemerintahan yang sedang berjalan, misalnya dalam pemerintahan 

Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sebenarnya 

faktor-faktor yang menjadi titik tolak kemajuan dalam suatu negara yang 

berlabel Islam yang kemudian direlevansikan dengan pemerintahan Indonesia. 
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Penelitian ini tentunya jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya 

penelitian yang lebih lanjut untuk menghasilkan wacana pemikiran yang sehat 

dan mencerdaskan bagi pengkaji sejarah dan kebudayaan Islam atau sejarah Islam 

secara umum. 

Akhirnya penyusun mengutip sebuah pepatah Arab yang bermakna: 

”Jikalau sesuatu itu sudah sempurna, maka tampaklah kekurangannya”, 

begitu juga dengan karya ilmiyah ini. Apabila karya ilmiah (skripsi) ini telah 

sempurna, nicaya tampaklah segala kekurangannya. Karena tiada mawar yang tak 

berduri, tiada gading yang tak retak and no body perfect. 
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